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KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 257 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka menemukan terobosan baru dalam
membuka Akses Keuangan Daerah yang lebih produktif bagi
masyarakat di Daerah dan menggali potensi ekonomi Daerah
yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan
layanan jasa keuangan;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses keuangan di Daerah
dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan
masyakarat, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
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12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten
Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses
keuangan Daerah;

b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program
percepatan akses keuangan Daerah;

c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan
di Daerah;

d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk
menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan
masyarakat di Daerah;

e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses
keuangan Daerah;

f.  melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program
terkait peningkatan akses keuangan di Daerah;

g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);

h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan terkait program akses keuangan di
Daerah;

i. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD; dan

j.  menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan, Semester dan
Tahunan TPAKD sesuai dengan ketentuan.

Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah
melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2025

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Fues 2e2s,

BUPATI TABALONG,
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Provinsi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin.

Pimpinan Perseroan Terbatas Bursa Efek Indonesia Wilayah Kalimantan di
Banjarmasin.

Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bank Kalimantan
Selatan Cabang Tanjung di Tanjung.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 53 /2025
TANGGAL & (<clr 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN TABALONG

Rakyat Tabalong Bersinar

NO. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
1. | Bupati Tabalong Pengarah I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II
3 Kepfala Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Provinsi Bengarak: 1
Kalimantan Selatan

4 Kegala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Perigarah I¥
Kalimantan Selatan

5. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Koordinator
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

6. . Ketua
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi

7. | Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekretaris
Tabalong

8. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan _

9. | Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Anggota
Tabalong
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

- Daerah Kabupaten Tabalong : Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

1L dag Inovasi Daerah Kabupaten Tabalonggu AnBgata
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

12. | Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Anggota
Tabalong
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

13 Kaf)upaten Tabalong ’ ’ Anggota

14. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,

15. | Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Anggota
Tabalong

16. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan r Yo—
Kabupaten Tabalong

17. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Anggota

18. Pimpinan Perseroan Terbatas Bursa Efek Indonesia Fa—
wilayah Kalimantan 55
Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan )

. Daerah Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanj Auggota

g Tanjung
20. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Arpgcts |
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NO. JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian

51, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan g
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong 3 (tiga)
orang
Analis Pembangunan pada Bagian Perekonomian

22. | dan Administrasi Pembangunan (Fahruji Anggota

| Rahman,S.AP)
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